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EANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

"NOMOR ..... TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH
TAHUN ANGGAKRAN 202%

PDENGAN KAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINAU,

Menimbang © &, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Passl 310 avat {©)

Undawg-Undang  Nomor 20 Valun 2014 ienlang
Pemerintahan Daersh dan Pasal 112 ayar (8) leratuian
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraiaran Daecaihh  tentang  Anggaran FPendapaian dan
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperolel persetuyjuan Bersaunas,

b. hzhwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada havufl
&, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan
nmum dan peraturan  perundang-undangan  yang lebil
tinggi;

o

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perin ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

viengingat: 1. pagal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, '

Undang-Undaug Nomeor 47 Tahun 1999  wialang
Pemubentukan wabupaten Nunukan, Kabupaten Malinaw,
Habupaten Kutat Bavat, Rabupaten Kutar Timur dan Koia
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Nemor V75 Tambahan Lembaran Negara Republik (ndonesis
i R ot T T = PISal AT b s T PR B Ol o = Wl Covek oy
Momor 2806) sebagaivsana telah dhiubah dengat Uinhani -

Cudang Nommor 7 Tahin 2000 (Lembaran Negara Reprbiik
indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lewbaran
Negara Republik (ucdonesia Nomor 326.2);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280},

Undang Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Imdonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaau Pengelolasu dan Tanggungjawab Kenangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); s

tindang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 6 5

Undang-Undang Nomai 33  Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaia
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lewbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2495),

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab dinhats
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomotr ©
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Talwan 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Uindang-Undaag
Nomor 25 Taluo, 2081 tentang  Pemerintahan  Duaeral
iLembaran Negura Republik Indonesia Tahan 2018 Momor
o8, Tambalian Lembaran Negara Repubiik (ndonesia Nomor

— g

3679,

.Undang-tIndang  Nomor 30 Tahun 2014  tentang

Admiistrasi  Pemcrmtabh  {(Lembaran  Negara Republik
fndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintalh Nomor 15 Tahun 2019 tcuntang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daeral: (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umuin sebagaimana
telah diubah «.dengan. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4374);

Peraturan Pemerintah Nowmor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



17 Peraturan Pemerinisa Nomer 56 Talmn 20005 teutang sistew
lnforminst Neuangou Dacrah fembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik  indonesia Nowor 4576), scbhagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 tentang Perubahan Atag Peraturan Peimerintal Nomoi

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeraly

(Lembaran Negara Republik Indounesia Tahun 2010 Nomor

' 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

18. Peraturan Dcmcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuaugan dan Kinetja Iustausi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nowmor
46 14); "

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Neomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4659);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Imdonesia Nomor 4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
RBantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) scbugaimana telali diubab beberapa  kali, teraklic
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Ngmﬂ.}' 2 Tahun 2009 tentaug Bantuan  Kocusangao




20.

Keimnin Partai  Politik {Lewbaran Negaa e pubhk
Indonesia Tahun 2018 Nomore 1 Pambahan Lembaran
iguany

Negara Republik indonesia Nowor G177

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Carz Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serts Kedudukan
kenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintab di Wilavah
Provinsi {Lembaran Negara Indonesta Tahun 2010 Nomor

25},

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Taliun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang
Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5299):

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Bareng Milik  NegarafDacrah  (Lembaran
Negara Republhlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
So33);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014  tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
fiemﬁrilltah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20
é““Ttﬂntang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor
s ahun 2014 tentang Desa (Lembaran Ncgara Republik
“ onesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
€gara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Per ; , ' :
Ke ti‘:}:mﬂ Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Eléra }?dll Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

INeloyy Pj!_.om”r 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
“Hesia Nomor 5950);

af
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o erne it Neomor 12 Tabun 2017 teniang
Pernbinaan dan Pengewasan Penyelenggoran Peius rintahan

3 yvelengga
Daeraii {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomo: 73, Tambahan L
Nowuos 6041),

Peraturan Pemerintal Nomot 18 Tahun 2017 teatang H ak

Keuangan dan Administrasi Pimpiuan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057};

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ftentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

 Peratwan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nowmor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
5‘1'H|Jﬂ1tas Sistern Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
g‘;;li%hadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian
b ai‘nal (1@11/ atg_u Stabﬂl‘ra_s Sistem Keuangan (Lembaran
T‘a];gnbgh Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
5485). an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peratur

”’Li’i’,talgj:-l j:E:I‘e&:ideﬁ Nomor 54 Tahun 2010 tentang
kil le;akh_?:nd‘ang dan Jasa sebagaimana telah dua kali i
2015 t-ffl.llaqill Pe;nga_m .Perat}n‘an Presiden Nomor 70 Tahun
omor 54 T'F —(l'ul}aljﬂ.ll Kedua Atas Peraturan Preswden
_ Aun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
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Tertentu {Lembaran Negara Re p"uhﬁk Indonesia |

Nomor 34},

19, Peratutan Presiden Nomor 82 tahnn 2020 tentang komate

Penanganan Corona Virus  Disesc 2019 (Covid-19) dan
Pemulihan Pkonomi Nasional;

40, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Pcraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerall (leulang Auggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525});

A1, Pepsturan Menteri Dalamo Negeri Nomor 32 Tahon 2011
tentang Pedoman DPemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapalan dan belanja
Daerah {Berila Negara Republik Indonesia Tabii 2 011
Nomor 450} sechagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor
123 Tahun . 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
}t’)aiil?er[g;ﬁ?:r Igizm _Anggaran_ Pendapatan dan Belanja

gara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

12'fcmml'_aﬂ Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
I;?ntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
R;E]cr; 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
- Blflzn Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Daeral TI}Ja Daera_h. Dan Rancangan Peraturan Kepala
Belani cn‘tang P?Hjabaran Anggaran Pendapatau Dan

ja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525):

13 Perat
“ralure . T :
tentan;“ph’km«ﬁil Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Diaget (é’d?mﬂll Pengelolaann  Investasi  Pemerintah
: Berita Ni:ga;ra Repllhlik Incdonesia Tahun 2012

N("H“QT ’:;'.-‘;'1-) '
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Perabian Montcrn Dalam Negeri Nomoy 04 Tabun 2012
tentang Poucrapsn  Staadar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintuh Daerali (Berita Negara
Republik Indonesia Taliun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
teniang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah
(Berita Negara Republik Ixdounesia Tahun 2016 Nomor
547);

. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban  Dana
Operaional (berita negara Republik Indenesia Tahun 2017
Nomor 1067);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalamn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertb
Administrasi Pengajuan,  Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layaoan  Uman Dacrah {Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahiuu 2013 Nuwor 1213j,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor 249);

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
’;Edomml Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
ercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

igL}Be1“ita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
S .
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56,

P Peraruian Daervah Noness & Tahun 2016 Toeontang Rencans

Pembangunan  Jaugka Moucngah  Dacrabh  habupaten
Malinau Tahun 2016-2021 (Lembavan Dacrah Kabupaten
Malinau Tahun 2016 Nomor 3) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Rencans Pemmbangiinan Jangka Meusoagal Dacrah
Kabupaten Malinan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tabun 2018 Nomor 7};

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Dacrali Kabupaten Malinau Tahun 2011
Nomor 13) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Daeralh Nowor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);

. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum (Lembaran Dacrah Kabupaten Malinau Tahun
2011 Nomotr 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Dacrali Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
Nowor 14 Tahun 2011 tentaug Retiibusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor
3);
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2018 tcntang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2011
tEIlf_Hllg Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2018 Nomor 4);

-Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi

'[;:i'li:ima%l Tertentu [Le_mbaran Il)aerah Kabupaten Malinau

Perati;- (.])11 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan

P Pf:-: .t[.)ac;‘E‘Lh Nomor 5 Tahun 2018 Lcntal}g Perubahan

- -Rﬁ:lr_u_lian Qaemh Nomor Nomor 16 Il‘a.h.un 2011

-Lalméi - n)u?ﬂ Jasa Umuin (Lembaran Daerah Kabupaten
ahun 2018 Nomor 5%
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Peraturan Dacrah  Nomor 4 Tahun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapaten
Malinau (Lembavan Daerah Kabupaten Malinan Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Malinau
Nomor 5} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
daerahh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tceutang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah
Sakit Kelas D Pratama dan Pusal Keschatan Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor
2);

Peratuiran Gubernur Nomer 33 Tahunp 2020 teotang
Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disipln
menuju Masvarakat Kalimantan Utara Produktif dau Aman
Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kalimantan Utara
Tahun 2020 Nomor 33);

<. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan

Disiplin dan Penegakan Hukum Protckel Kesehatan Sebagai
gé)ay:a Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019

Pl*;t?{mi'.usam Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Df:::empan Bencana Nonalamw Penvebaran Corona  Virus
sease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

géi::{‘uksi Presiden  Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Ddldlﬁzg katan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan
5 Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease

2019:

lusty 2 2 | =

tm;)t::;jfalpMemcn Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
”acmhg I_jrﬁldoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala
Hukyy Fd am Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan

> -
rotokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

\‘CD E]l wals
gendalian Corona Virus Disease 2019.
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Dengan Persetujuan Bersawma
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA IPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1
Dale;m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
5. Pemerintah Daerah adalah  Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan  daerah  vang  memim pin  pelaksanaan  rusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,

e
e

upati adalah Bupati Kabupaten Malinau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
insur penvelenggara Pemerintahan Daerah.

'UF

ij_sau Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi
nzwenanga_n Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
gara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

elayaui, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

g&?e;ﬁ;ﬁhaﬂ Dacrah adalah penyelenggaraan urusat pewmerintahan

B oi'o ;f;‘lll}ah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah _menumt

lasnyg da;m dqn tugas pen:}b&qltuan dengan prinsip otonloml Se.luas_;—

Sebag}_ﬁm’anzm-_ sistem dan prinsip Negara Kesatluan Republik Indonesia

e @ dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Penerimaan Dacrah adalah unang yang masuk ke kas Daerah.
Pengelusran Daerah adalah nang vang keluar dari kas Dacrals

Pendapatan Dacrah adalah semua hak Dacrah yang diakui scbagai
pcnambah nilan  kekaynon bersik dalam  periode tahun  anggaran
berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah

a mendanai kcbutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daecrah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegatan
khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil vang selanjutnva disingkat DBH adalah dana vang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil herdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi kctimpangan kemampran keuangan anlara Pemerintab
Pusat dan Daerah.

Daua Alokasi Umun vang sclanjuinya disingkat DAU adalan dana yang

?crsumber dari pendapatan APBN vang dialokasikan dengan tujitan

ltiell}erataan kemampuan keuangan antar-Daerah  untuk I[lt':ll(.{zﬂléii
ebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Descntralisasi.

Dan e b5 : -

bers?l !ii?kaSl Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang

tertenty g dari pcndapatan APBN yang dialokasikan kepada Dacrah
engan tujuan untuk mcmbantu mendanai kegiatan khusus

Yang  merupalk . .
Daerah, bakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Belau' :
Jja Dae -
S€hagqi pe crah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah vang diakui

nguary ilas = . ; :
be"kﬁ‘llam]_ gurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
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njeg N maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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Ty S€jum] fﬂlalj s€émua transaksi yang mengakibatkan Daerah

Usng atau menerima manfaat yang bernilai uang
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50). Utang Daerah vang selaujutnya discbut Utang adalah jumlah vang yvang
wajib  dibayar Pemerintah Daerali dan /atan kewajiban Pemermtah
Daerah vang dapat dinilai dengan uang herdasarkan pcratuian

serundangundangan, perjaiijian, atau herdasarkan sebab lainuyva vaug
i & y pPETjaL] > 3 =

sah.

21, Pemberian Piyjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemermtah Daerah
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerab lainnya, badan layanai
umum daerah milik Pewmerintah Daerah lainnya, badan usaha milik
negara, Badan Usaha Milik Dacrah, koperasi, dan masyarakat dengan
hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

79, Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan saraua Daerah yang ftidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode peclaporan yang menurunkan ekuitas atan nilai kekayaan bersih
vang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnva

kewajiban
Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
flaerah. ' -

Pasal 3

Angoare _

Rp%g'.;?%llsggll('trﬂl“’ﬂl'ciil Daerah Tahun Anggaran 2022 dircncanakan scbesar
ratus T-u}uh 034.913 (Satu Trilun Dua Ratus Tujuh Pulih Tiga Milyar Lima
Belas Ry Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga

S
piah ) yang bersumber dari:

a. pe
Pe Odapatan Asli Daerah;
'I"‘:
Cudapatan Transfer:
ool

A lajn p

PO

¢Adapatan Daerah yang Sah,

- Pagal 4
o apayy,,

S Asly Daerah seb

Aakyy agaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

sehegar B ———. L .
Sar Rp44.571.317 927 (Empat Puluh Empat Milyar
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4. Pajak Dacraly
h. Retribnsi Daevahy
. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacral yang di pisahikan, dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huwruf a

i direncanakan sebesar Rp12.537.909.100 ( Dua Belas Milyar Lima Ratus
Tiga Pulih Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.801.946.500 ( Satu Milyar Delapan Ratus
Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sehesar Rp3.325.430.716
{ Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh
Ribu Tujuh Ralus Enam Belas Rupiah)

(3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurut ¢ direncanakan sebesar Rp26.906.001.611 { Dua
Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Twga Puluh Satu Ribu
fnam Ratus Sebeias Rupiah).

Pasal 5
(1) rl’l?lldapatzm Transfer schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huraf b
(Pllr;.ncar_;akan sebesar Rp1.225.000.716.986 ( Satu Triliun Dua Ratus Dua
p:lw;t L‘:ma Milyar Tujuh ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan
tiutt Ericomn Rupiah }, yang terdiri atas.

a P _ :
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b e !
tndapatan Transfer Antar Dacrah.
(2) Pey
‘nday atr \

avat (If) tc;]l: ”[mnsfe? Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

Triliv,. b.w;:““f a direncanakan sebesar Rpl.184.288.518.000 ( Satu

Delapcy, ._fuf-?i-nﬂafﬁ‘an Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh
o U Eima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
\} F’t‘l}c]_a‘.)at 3

Aan Tl‘arw;

LU TR
ey, (‘I.i.l‘f‘[lc

- 'ﬂ'-r Auntar Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Anakan schesar Rp40.712.198.980 ( Empat Puluh Milyar
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Pasal O

| Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah sebagaimana d imaksud dalam

pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.6G00 ¢ Cmpat Milyar
Rupiahj, yang terditi atas:

a. Lain-lain  pendapatan  scsuai dengan  ketentuan  peratuian
perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sehesar Rp4.000.000.000 { Empat Milyar Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp1.382.072.034.913 ( Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar
Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas

Rupiah), vang terdiri atas:

d.

Belanja Operasional:
Belanja Modal;

Belanja Tidak Terduga; dan
Belanja Transfer.

Pasal 8

1 4
(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

1;;.:1% a direncanakan sebesar Rp838.420.705.335 ( Delapan Ratus Tiga
- un delapa'n Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu
9a Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) , yang terdiri atas:

A Belanja Pegawai;
b. Belan;
B(,lan‘_]a Barang dan Jasa;
- '
Bt‘lama Subsidji;
7 I 21N .
l-:(..lanja Hibah; Dan
“ Bel

Alja R
Ja Bantuan Sosial,
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Relanja Barang dan Jasa sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hueat b
direncanakan sebesar Rp210.726.685.763 (Dua Ratus Sepuhih Milyar
Tujuh Ratus Dua Pulub Ename Jula Bomane yalus Delupan Pulult Liric
Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupich).

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hwuf ¢
direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 { Sepuluh Milyar Rupiah).

Belanja Hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bhuruf d
dircncanakan sebesar Rp18.243.200.000 ( Delapan Belas Milyar Dua
Ratus Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000 (Dua Belas Milyar Rupiady.

Pasal 9

Anggaran Relanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp91.666.634.077 (Sembilan Puluh Satu Milyar
Enam Ratus Enam Puluh Enam Jute Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rilu
Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdirl atas:

a. Belanja Modal Tanals,

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

€. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

B : ;
clanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dH'r:ncanak = . :
Rupiah_). an sebesar Rp2.400.000.000 ( Dua Milyar Empat Ratus Juta

Belanja :
hury igb ?ﬁglal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

En ncanakan schesar Rp22.672.088.600 ( Dua Puluh Dua Milyar

ratys af_US Tujuly Puluh Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Enam
: Rup;ah}, g '

Beig
(1

a v

4 odal G aa dan R : :
burygs sedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

© direncanakan sebesar Rp32.434.252.741 ( Tiga Puluh Dua



T Fuiube irmpar futer Dee Ratus Lorge Pulube Do

if #ietliii cip IKLifsied
/== . 1 - f e - od 27 P e e o o . - 13 < " ' s _ —_
(5) Belauja Modal Jalas, Jdaringan, dan irigasi schagaunana dimaksud pade

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.036.388.736 (Tiga Puluh

Empal Milyar Tiga Puluh enam Juta Tiga Ratus Delapare Puluh Delupcan
Tujth Ratus Tiga Puluh Enam Rupialy).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf e direncanakan scbesar Rp123.904.000 (Seratus Dua Puluh Tiga
Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).

Pasal 10

i (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimalzsud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp60.000.000.000 (Ernam Puluh Milyar
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

(2} Belanja Tidak Terdugs sebagaimana dimaksud pada avar. {1} hurof =
direncanakan sebesar Rp60.000.000.000 {Enam Puluh Milyar Ripiah).

Pasal 11

i1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
d direncanakan sehesar Rp391.984.695 501 {Tiga Ratus Sembifan Puluhb
Satu Milyar Semmbilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dnam Ralus
Sembilan Puluh Lima Ribu Lima ratus Satu Rupiah), vang terdiri atas:

b. Belanja Bantuan Keuangan.

E‘éﬂ?n]a Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

Ml.ifﬁﬂganal«_:nn schesar Rp291.984.695.501 (Tiga Ratus Sembilan Puluh

P:} h{i"ﬁenﬂn{un Raris Delapan Puluh Empat Juta Encun Ralus Sembilws:
“ma Ribu Lima ratus Satu Rupiah).

Pasal 12

Aiggacan pe

l'?plm-O()Q_ mbiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar

000.000 (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah).

T P, .
§ 1E‘l‘unaan p’“ﬁl}"i‘l\,'qqn
-5 il AT
b, B ' )
: f'-l]gelu
=-laran Perghi
*biayaan.

—— e 0
“agal 15




i/
i

2%
§ - D sy awsvenaty  Devrgrd i tvoges 5n eafns it mrtet gdesderrys deyervyl
iy B j"i;'.!-’-."'-t?"?u-l- Denerimaan Pomotvaid SODig: i) dadan Pasn
i P L L a U TR T i WA S e T 4 P A
L 110.000.000.000 (Seratus Sepulub

P2 huref a direncanakan sehesay
Milyar Rupiahy, yaug terdiri atas:

a. Siua Lehih Perhitangan Anggatau Taliun Scbhelumiiyi

penvertaan Modal Daerali schagaimana dimaksud pada

direncanakan sebesar Rp110.000.000.000 (Seraius

Rupiahy.

Sepuluh  Miyar

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
i2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima

Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
b. Penyertaan Modal Daerah.

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Jula

Ribii Rupiah).
Pasal 15

it ;:?‘e].lsd'n Antara Anggaran Pendapataar Duerali dengan Aunggaran Belanja
?.{aﬁ ralh mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar
{(Rp108.500.000.000) {Seratus Delapan Milyar Lima Raius Juta Rupiahy.

2 Pe - : : o .
(2) “iﬁﬂ'b?}- aan Netto yang merupakan selisih pencrimaan pembiayaan
m}fffs? pengeluaran  pembiayaan  direncanakan  sebesar

; +500.000.000 (Seratus Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(1) Da
Pel£:§;113_ﬁca|§t?an- darura? termasuk keperluan mendesak, dengan
vang belum telzztlci ‘ PfK:nlemJ.lah Daerah dapat melakukan pengeluaran
vang ditf:tapkag liti rdnggarannya danfatau pengeluaran melebihi pagu
Masukan dalan dla_m Peraturan Daerah ini, vyang sclanjutnya
Kabupater o, 1 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
. ! Malinau Tahun Anggaran 2022.
[;.) Kemlaan darmyy.
rat sehagaimana dimaksud pada ayat (1) mehlputi:

; S T
SN ay;
‘A alam, be
: ’ ne

Nar biggy ana pon-alam, bencana sosial dan/atan kejadian

3

Pelale
SRSQnag .
<) U]_)(ft'a . .
| Sl pencarian dan pertolongan; dan/atan
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{31 Keperluan mendesak sebagalmana dimaksud pada avat (1) melipull
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anggarannya belum tersedia dalam tahiin anggaran berjalan;

b, belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja yaag hersifat
j ‘) o Fas } oA o =2
wajib,

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah dacrah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut auggaran pendapatan dan Delanja Dacrah sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yvang merupakan
bagian tidak terpisabkan deri Peraturan Dacrah Provinsi/Kabupaten/ Kota®
i terdot dagn

i Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Peaubiay acadi,

b

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

.

Lampiran 111 Rincian APBD menurnut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Kelompok, Jenis  Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Lampiran 1v Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Z

Lamy;
JAran ") U . : 5

Rekapitulasi Belanja Dacrah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
L Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
n':-ilnl_)il.,__l‘} \

<ty ;l . . i

By | Re kapirulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
, iy, Vil

;s:;llklonssasu Program pada RPJIMD dengan Rancangan
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8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Praoram Prioritas Daerah:

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran Xl Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain,

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
, Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

] dB“Pati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
q " Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Perat g
dran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Taturgn Dae

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

fx?:u ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal ................. 2021.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W, MAWA
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Lampiran | © Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau
MNomaor
Tanggal
= KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
# Sooatie Jumlah
i REEppe—
L cNDAPATAN DAERAH
| T PENDAPATAN ASLI BACRAH (PAD) 44.571.317.927
i
7 pajak Daerah 12.537.909.100
F Retribusi Daerah 1.801.946.500
£ 3.325430716

Hasil Pengelolaan Kekayzan Daerah yang Dipisahkan

' Lain-lain PAD yang Sah

26.906.031.611

PENDAPATAN TRANSFER

1.225.000.716.986

pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1.164.288.518.000

pendapatan Transfer Antar Daerah

40.712.198.986

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.000.000.000

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kelentuan Peraturan Perundang Undangan

4.000.000000

Jumlah Pendapatan

1.273.572.034.913

BELANJA

838.420.705.335

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai . 587.450.819.572
Belanja Barang dan Jasa ) 210.726.685.763
Belanja Subsidi 10.000.000.000
Belanja Hibah 18.243.200.000
Belanja Bantuan Sos}lca-l' ; 12,000 000 8O0
BELANJA MODAL 91.666.634.077
Belanja Modal Tanah 2.400.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.672.088.60C
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 32.434.252.741
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34036388736
Bolanja Madal Aset Tetap Lainnya 123.904.000
ZELANIA TIDAK TERDUGA 60.000.000.000
Belanja Tidak Terguga 60.000.000.000
ELANIA TRANS FER ) 391.984.695.501
Belan;a Bantuan Keuan gan

391.984.695.501

Jumlah Belanja

1.382.072.034.913

Total Surplus/{Defisit)

(108.500.000.000)

RMN PEHBM‘AAH

Lebih Permie 110.000.000.000
a
—-—Eﬂf_‘]&ﬂm Sebelumnya 110.000.000.000
PENG .
EWARAY PEMBIAYARN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 110.000.000.000
230 Moy e 1.500.000.000
1.500.000.000
s e g
s t"‘ﬁm e Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.500.000.000
b
"ayaan Ang;;:n“lg‘-———-___________ Pembiayaan Netto 108.500.000.000
~———2¢1ah Tahun Berkenaan 0
— N Berkenaan

Bupati Malinau

Wempi W Mawa, SE
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